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Abstrak 
 

Pertumbuhan dan perkembangan politik di Indonesia merupakan dimensi historis yang sulit 
dipisahkan dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Diskursus antara politik 
dan Pendidikan Islam   melahirkan   banyak   khazanah pemikiran,   perdebatan,  dan  juga  
perbedaan cara  memahami  hubungan  keduanya dan juga terhadap negara. Kebijakan 
politik dimasing-masing periodesasi zaman membawa pengaruh dan perubahan terhadap 
Pendidikan Islam, mulai dari zaman sebelum kemerdekaan sampai kepada era kemerdekaan 
dan sesudah kemerdekaan, seperti pada masa orde lama, orde baru, dan era reformasi. 
Perubahan yang dimaksud, dari satu sisi arus politik yang berkembang besikap diskriminatif 
dan menyudutkan pendidikan Islam, masih terlihat kurang menguntungkan pendidikan 
Islam baik secara kelembagaan maupun kurikulum (mata pelajaran). Di lain pihak 
merupakan momentum positif bagi eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, seperti  
terintegrasinya pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional sehingga berimplikasi 
pada terjadinya mobilitas  sosial dan vertikal, terbukanya  peluang bagi siswa-siswi 
madrasah dan santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Sehubungan dengan 
kondisi dan stuasi tersebut, maka dalam makalah ini akan menjelaskan pengaruh perubahan 
politik di Indonesia terhadap perkembangan Pendidikan Islam. 

 
Kata Kunci:      Pendidikan Islam, Politik, Indonesia 
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A. Pendahuluan 
 

Memahami makna ungkapan seorang filosof Yunani Aristoteles yang  mengatakan  bahwa  
manusia  adalah Zoon  politicon (hewan berpolitik). (Sofyan, 2012) Disamping Zoon   politicon 
manusia   juga   disebutkan Aristoteles  sebagai homo  sapiens atau homo  socius, yang berarti  
bahwa kehidupan   sosial   dan   politik   merupakan   sesuatu   yang   tidak   bisa dipisahkan  dari  
diri  manusia.  Ketika  politik  dihubungkan  dengan  Islam yang  notabene  sebagai  agama  yang  
mengajarkan  tentang rahmatan lil’alamiin, ajaran    universal    mengatur    kehidupan    dunia    
maupun kehidupan  akhirat,  tentu  mau  tidak mau  Islam  tidak  bisa  melepaskan dirinya  dari  
kehidupan  politik  atau  juga  sebaliknya  politik  merupakan bagian dari doktrin Islam itu 
sendiri.  

Dari    beragam    corak    pemikiran    dalam    Islam, khususnya pemikiran  politik,  tidak  
ada  yang  menyangkal  bahwa  Islam  tidak  bisa melepaskan   dirinya   dari   yang   namanya   
politik,   baik   dari   dimensi histories maupun  dimensi doktrin  Islam itu  sendiri.  Meski  
demikian diskursus  mengenai  Islam  dan  politik  tidak  berjalan  datar  tapi  terus berkembang   
menjadi   diskursus   yang   melahirkan   banyak   khazanah pemikiran  yang  kemudian  
melahirkan  perdebatan  dan  juga  perbedaan cara  memahami  hubungan  Islam  dengan  
politik,  khususnya  hubungan Islam  dengan  negara.  Perbedaan  ini  muncul  sesungguhnya  
lebih  pada artikulasi   atau   interpretasi   umat   Islam   tentang   ajaran   Islam   bukan muncul  
dari  Islam  itu  sendiri.  Termasuk  dalam  persoalan  hubungan Islam  dan  politik  (lebih  
khusus  hubungan Islam dengan  negara)  di Indonesia.  Seperti  yang  dikatakan  Bakhtiar  
Effendi  bahwa  hubungan politik  antara  Islam  dan  negara-bangsa  yang  tidak  mesra  tidak  
muncul dari  doktrin  Islam,  melainkan  bagaimana  Islam  diartikulasikan    secara sosio-
cultural, ekonomis, dan politis di Indonesia. (Effendi, 2011) Dengan demikian pertumbuhan 
kehidupan sosial, politik, Islam (Pendidikan Islam) di Indonesia membawa dampak dan 
perubahan terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Sebahagian ada yang besifat berbanding 
lurus, dan ada pula yang lebih dominan atau bersifat heterogen. Percaturan dalam dimensi 
sosial dan  pertumbuhan politik tersebut telah membangun potensi perubahan terhadap 
perkembangan pendidikan Islam, melahirkan sederet persoalan yang harus mendapat 
tanggapan. Ada yang bersifat diskriminatif dan menyudutkan Pendidikan Islam atau kurang 
menguntungkan dari segi kelembagaan dan kurikulum (mata pelajaran), dan ada pula sebagai 
momentum positif bagi eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, seperti  terintegrasinya 
pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional sehingga berimplikasi pada terjadinya 
mobilitas  sosial, terbukanya  peluang bagi siswa-siswi madrasah dan santri memasuki wilayah 
pekerjaan pada sektor modern.  

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik membahas 
masalah “ Bagaimana Pendidikan Islam dan politik di Indonesia” Makalah ini bertujuan untuk 
mengungkapkan pengaruh perubahan politik di Indonesia terhadap perkembangan Pendidikan 
Islam. 

Abstract 
 
Political growth and development in Indonesia is a historical dimension that is difficult to 
separate from the development of Islamic education in Indonesia. The discourse between 
politics and Islamic education gave rise to a wealth of thoughts, debates, and also different 
ways of understanding the relationship between the two and also towards the state. Political 
policies in each periodization of the era brought influence and change to Islamic Education, 
starting from the pre-independence era to the independence and post-independence eras, 
such as during the Old Order, New Order, and Reformation eras. The changes in question, 
from one side of the political currents that are developing in a discriminatory manner and put 
Islamic education in a corner, still seem to be unfavorable to Islamic education both 
institutionally and curriculum (subjects). On the other hand, it is a positive momentum for the 
existence of Islamic education in Indonesia, such as the integration of Islamic education into 
the national education system, which has implications for social and vertical mobility, 
opening up opportunities for madrasa students and students to enter work areas in the 
modern sector. In connection with these conditions and situations, this paper will explain the 
influence of political changes in Indonesia on the development of Islamic Education. 
 
Key words:     Islamic Education, Politics, Indonesia 
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a. Menjelaskan sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. 
b. Menjelaskan sistem pendidikan pada masa Orde Lama 
c. Menjelaskan sistem pendidikan pada masa Orde Barau 
d. Menjelaskan sistem pendidikan pada masa reformasi.  
Pembahasan makalah ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan library 

research  untuk mencapai fakta dan realitas yang ada, khususnya perkembangan pada dunia 
pendidikan Islam. Sumber data yang di himpun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 
skunder. Data primer penelitian ini adalah buku Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam. 
Sedangkan untuk data sekunder menggunakan buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan 
dengan tema, serta informasi yang relevan. Metode pengumpulan data, yaitu melalui observasi 
dan studi dokumentasi. Setelah data yang dibutuhkan di peroleh, maka langkah-langkah yang 
penulis tempuh dalam analisis data adalah melalui reduksi data, display data, dan pengambilan 
kesimpulan (Arikunto, 2006). Diharapkan dengan metode ini dapat mengungkapkan data sesuai 
dengan Batasan dan rumusan masalah di atas. 

 
B. Metodologi 

 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dalam kategori penelitian kepustakaan 

(library research). Yang memperoleh sumber data dari kepustakaan. Data kepustakaan yang 
digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan demokrasi pendidikan Islam dan 
analisis pengembangannya. Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi 
dengan langkah mengumpulkan sekumpulan data dalam bentuk dokumen yang berkaitan 
dengan penelitian kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten. 
(Moloeng, 2013) Metode kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membandingkannya (Nawawi, 1996) 

 
C. Hasil dan Pembahasan 
 
Pendidikan Islam dan Politik Di Indonesia 

1. Pendidikan pada masa penjajahan (kolonialisme Belanda dan Jepang). 
Mendalami pergeseran kebijakan pendidikan penguasa di Indonesia telah diawali 

dengan kebijakan pendidikan pada era kolonial Belanda. Pada masa tersebut, 
pendidikan diorientasikan untuk mencetak tenaga produktif yang sangat dibutuhkan 
bagi pengembangan politik eksploitasi negara jajahan. Bagi kolonial, pendidikan rakyat 
sebagai problem bak buah simalakama. Apabila pendidikan tidak dikembangkan, 
kolonial kekurangan tenaga ahli yang mendukung tujuan politisnya. (Leirisa) Di sisi lain, 
pendidikan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan sumber daya manusia 
yang dapat menjadi bumerang bagi kekusaan kolonial. Untuk menetralisir ancaman 
pendidikan bagi kolonial diterapkan kurikulum dengan tiga karateristik, yaitu:  
a. Pendidikan menganut sistem dualism, yaitu membedakan pendidikan bagi golongan 

Eropa dan Pribumi. 
b. Sistem concordansi, yaitu merujuk pada aplikasi pendidkan bagi golongan Pribumi 

dengan kurikulum Belanda. Sistem ini bertujuan untuk mengasingkan jiwa dan 
pandangan bangsa Indonesia dan diarahkan pada pembentukan jiwa dan budaya 
asing serta pemujaan terhadap budaya kolonial.  

c. Sistem sentralisasi. Kurikulumnya diarahkan untuk meningkatkan taraf kehidupan 
Pribumi serta mampu memperkokoh posisi kekuasaan penjajah. (Tilaar, 2015) Di 
sisi yang lain, akan terbentuk manusia jajahan tanpa identitas namun produktif.  

Pada masa pendudukan Jepang sistem Pendidikan difokuskan pada upaya 
penghapusan pengaruh budaya asing dan diganti dengan kebudayaan Jepang serta 
mengibarkan semangat Patriotisme Asia Timur Raya. (Tilaar, 2015) Hal ini disebabkan 
karena Jepang memiliki misi untuk menyatukan bangsa Asia di bawah kepemimpinan 
Jepang. Perombakan kurikulum yang ditempuh adalah dengan memberlakukan 
pendidikan yang lebih bersifat praktis bukan intelektualistik serta mendekatkan 
pendidikan dengan kebutuhan riil rakyat dan diberlakukannya sistem kurikulum 6+3+3 
yang berlanjut hingga saat ini. (Tilaar, 2015)  

2. Sistem Pendidikan pada masa Orde Lama (ORLA)  
Pada awal kemerdekaan, pemerintahan RI belum secara maksimal mengupayakan 

pendidikan pada rakyatnya, karena beban politis yang besar serta perjuangan untuk 
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mempertahankan kemerdekaan yang sangat menguras tenaga maupun pikiran 
pemerintah dan rakyat. Namun, dibalik gejolak politik yng cukup berat itu, pendidikan 
tetap dilaksanakan dalam kondisi yang elementary. Era pemerintahan Soekarno mulai 
menemukan jati diri kebijaksanaan politiknya pada tahun 50-an yang bernuansa sosialis 
sebagaimana yang terdapat dalam keputusan MPRS no II/MPRS/1960 tentang manusia 
sosialis, maka pembangunan pendidikan merupakan bagian dari tujuan pembangunan 
nasional semesta berencana yaitu tatanan masyarakat adil berdasarkan Pancasila. 
Pendidikan dikemas sebagai alat revolusi dalam suasana berdikari mengharuskan 
pembantingan setir dalam segala hal sehingga tujuan pendidikan untuk melahirkan 
warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya 
masyarakat sosialis adil dan makmur dapat terwujud. Jiwa kurikulum pendidikan yang 
disosialisasikan yaitu:  

a. Semangat mengemban amanat pendidikan rakyat secara gotong royong. 
b. Semangat Demokrasi Terpimpin. 
c. Semangat cinta Bangsa. 
d. Semangat Kepercayaan kepada Tuhan YME. (Tilaar, 2015) 

a) Sistem Pendidikan pada Masa Orde Barau (ORBA). 
Era Soeharto Seiring dengan pembangunan pada sektor perekonomian yang 

melonjaknya kebutuhan tenaga terampil dan SDM yang handal, maka pada 
pembangunan jangka panjang tahap pertama dari pelita satu hingga keempat, 
pendidikan Indonesia berorentasi pada human development. Sistem ini didasarkan 
atas kesinambungan antara pendidikan dan tenaga kerja sebagai jawaban atas 
ketidaksinambungan antara output pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk 
mengisi sektor perekonomian yang berkembang sangat cepat. Sistem yang dikenal 
dengan link and match ini berpengaruh pada dibukanya sekolah kejuruan yang akan 
menghasilkan tenaga terampil tingkat menengah serta pelatihan ketrampilan dan 
kursus. Pada pembangunan jangka panjang tahap kedua sebagaimana tertuang dalam 
rumusan GBHN 1993 yang menegaskan bahwa PJP II merupakan masa kebangkitan 
nasional kedua yang tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kemampuan 
sendiri untuk mewujudkan kehidupan yang sederajat. (Tilaar, 2015) Dengan rumusan 
ini, sistem pendidikan diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta 
peningkatan kualitas SDM. Kurikulum yang disusun berorentasi pada pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan zaman dan tahapan 
pembangunan. Kurikulumnya menonjolkan tiga hal yaitu: 1) kurikulum yang fleksibel; 
2) kurikulum yang mengembangkan sikap kemanusiaan; 3) kurikulum yang 
mengembangkan sikap kewiraswastaan. Salah satu upaya pemerataan pendidikan 
pada era ini adalah dicanangkannya wajib belajar 9 tahun dengan melibatkan peran 
swasta yang begitu besar untuk memberikan kontribusi bagi pencerdasan bangsa. 
(Suryadi, 1994) Aplikasi kurikulum pendidikan pada PJP II cenderung sentralistik yang 
berdampak pada pengabaian potensi dan budaya daerah. Sentralisaai ini memicu pada 
problem ketertinggalan berbagai wilayah di Pulau Jawa. Sisi buram pada produk 
pendidikan PJP I dan II adalah disorientasi tujuan pendidikan dari mencetak manusia 
Indonesia yang seutuhnya menjadi berorientasi pada pengembangan iptek namun 
terjebak pada pendewaan terhadap ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan robot-
robot yang produktif namun tanpa memiliki moral dan miskin iman, atau manusia 
work-Aholic yang gersang dari kehangatan kemanusiaan.  

b) Pendidikan pada Era Reformasi. 
Pada era reformasi yang berbarengan dengan pergeseran perjalanan kehidupan 

abad ke 21-an telah mendapatkan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan 
bernegara. Kalau abad 20 dicirikan sebagai abad revolusi industri kedua, maka era 21-
an dicirikan sebagai era globalisasi dan keterbukaan. (Suryodo, 1997) Keduanya dapat 
diidentikkan sebagai abad yang penuh perubahan cepat, diskontinuisitas dan krisis 
berkepanjangan. Para futurulog jauh-jauh hari telah mengingatkan akan adanya 
tantangan yang maha dahsyat ini antara lain, Tofler, Francis Fukuyama dan John 
Naisbit yang mengingatkan bahwa bangsa berkembang termasuk Indonesia untuk 
mempersiapkan diri menghadapi perhelatan global. Belum rampung bangsa Indonesia 
berkembang termasuk Indonesia mempersiapkan diri, arus globalisasi keburu 
menghantam ditandai dengan meletusnya batas-batas politik dan ekonomi bangsa 
sehingga hubungan interdepensi antara negara berkembang kepada negara maju 
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begitu transparan. Indonesia mengalami penjajahan ideologi, politik, keamanan, 
budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa sebuah perlawanan berarti.  

Kondisi sosial politik Indonesia mengharuskan pemerintah pada masa Habibie 
untuk menggelogori peningkatan pendidikan sains dan teknologi sebagai upaya 
melawan penjajah di sektor iptek, akan tetapi proyek tersebut terkoyak dengan 
perubahan konstelasi perpolitikan yang begitu cepat. (Futurolog) 

Sementara itu, pada masa Gus Dur keberhasilan yang mencolok jusrtu terjadi pada 
pendidikan berpolitik di mana kebebasan dibuka seluas-luasnya yang berdampak pada 
amunisi bagi pemerintahan sendiri dengan jatuhnya Gus Dur dari kekuasaan.  

Pada pemerintahan Megawati dan dilanjutkan pemerintahan Indonesia bersatu 
disusun pendidikan berbasis kompetensi yang tidak lagi sentralistik namun lebih 
memberikan kesempatan pada pengembangan potensi dan budaya daerah, di satu sisi 
mengacu pada kompetensi atau kemampuan dan ketrampilan pada tiga aspek 
pendidikan yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum dengan basis 
kompetensi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas orentasi kognitif ansich pada 
kurikulum yang telah berlaku sehingga peserta didik diharapkan dapat memiliki 
pengetahuan (learn to know), memiliki skill dalam mengaplikasikan keilmuan (learn to 
do), memiliki sikap dan kepribadian (learn to be), dan akan menghasilkan output 
pendidikan yang memiliki kesalehan sosial (learn to life together). (dkk, 1999)  

Konsep general edukasi yang diaplikasikan pada sistem KBK merupakan respon 
atas carut marutnya wajah pendidikan yang sangat memprihatinkan, baik dari sisi 
kualitas intelektual maupun integritas moral serta semangat nasionalisme dan 
patriotisme yang diharapkan dapat menjawab krisis produk pendidikan yang sedang 
melanda negara Indonesia. Pasca jatuhnya pemerintahan Megawati yang dilanjutkan 
pemerintahan selanjutnya dunia pendidikan masih terus mengharapkan peran 
pemerintah untuk menciptakan sebuah sistem yang handal sehingga menghasilkan 
output pendidikan yang dapat bersaing dan berkualitas. Menilik dari kebijakan politik 
pemerintahan Indonesia bersatu saat ini tampak bahwa kebijakan sektor pendidikan 
masih tambal sulam dan cenderung memberikan kepuasan sesaat bagi rakyat bukan 
kebijakan strategis yang dapat mendongkrak mutu pendidikan dalam menghadapi 
persaingan global. Kebijakan pendidikan yang dirasa sebagai “lipstik” semata dapat 
dilirik sebagai upaya pemerintah menenangkan masyarakat dan menciptakan 
stabilitas serta kepercayaan dan harapan cemerlang atas pemerintahan yang baru. 
Seperti dengan diberlakukannya kebijakan untuk tidak mengganti buku panduan 
belajar tingkat dasar, menengah dan umum selama lima tahun serta penyertaan output 
pendidikan dalam dunia kerja dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
besarbesaran serta ramainya dibuka bursa kerja di kampus-kampus Perguruan Tinggi 
Negeri dan Pemda (Siaran Radio Elshinta News and Talk FM: Pukul 6-9 WIB). 
Kebijakan ini pun tidak terlepas dari trik politik untuk mengurangi beban politis 
penguasa karena dengan besarnya jumlah pengangguran akan berdampak pada 
melebarnya kelas ekonomi serta rawan terhadap munculnya keresahan sosial. 
Agaknya pemerintahan sekarang tidak mau dipusingkan dengan kondisi kesenjangan 
sosial yang ada. Bagi praktisi pendidikan, sebenarnya yang lebih penting dari 
penciptaan stabilitas sosial walaupun itu juga penting adalah kebijakan pendidikan 
yang strategis bagi peningkatan sumber daya yang berkualitas.  

Pada masa pemerintahan SBY, juga menginginkan upaya peningkatan kualitas 
pendidikan anak bangsa ini. Ketika pada era pemerintahan sebelumnya, telah terdapat 
konsensus bersama dalam memberlakukan rekonstruksi kurikulum dengan KBK-nya, 
namun dalam era sekarang ini juga terdapat perbaikan-perbaikan kurikulum dengan 
KTSP-nya, yang sekarang sudah masuk dalam lini birokrasi pendidikan di Indonesia 
masih dalam proses. Sesungguhnya, KBK dan KTSP yang menjadi ruhiyah memiliki 
kemiripan, yang secara subtansi memiliki banyak persamaan dalam menghasilkan out 
put yang berkualitas. Dari sisi lain, pemerintah SBY telah mencanangkan anggaran 
pendapatan belanja negara (APBN) dengan target 20% dalam kerangka upaya 
peningkatan kualitas pendidikan kita, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Namun 
pada proses pelaksanaannya sampai saat ini masih terdapat tarik menarik yang belum 
sesuai dengan harapan masyarakat.  
Kecenderungan Pergeseran Orientasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Realitas 

interdependensi antara politik dan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam data di 
atas ataupun sebaliknya pengaruh pendidikan pada politik merupakan sesuah keniscayaan. 
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Keniscayaan tersebut dapat diruntut dari substansi politik sebagai segi kehidupan bersama 
dalam masyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan dan power relationship. (Gani, 
1987) Politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar dan 
mempertahankan kekuasaan merealisasikan tujuannya dalam berbagai kebijakan yang 
terkait kebutuhan hidup masyarakat.  

Di sisi lain, pendidikan sebagai proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik 
yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, 
dan global memberikan kontribusi sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat yang 
menjadi salah satu pilar tegaknya pembangunan. (Tilaar, 2015) Ini berati bahwa kebijakan 
pemerintah dalam bidang apapun tidak dapat terlepas dari kondisi output pendidikan 
karena sektor inilah yang memasok kebutuhan manusia trampil dan handal demi 
keberhasilan pembangunan. Postulat ini pun dapat dibalik bahwa kulitas masyarakat 
dengan pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi konstelasi perpolitikan 
sebagaimana rakyat yang cerdas hanya akan memilih pemimpin yang cerdas, rakyat yang 
berpendidikan akan memilih para wakil legistatif yang berpendidikan pula sehingga 
anggota MPR dan DPR merupakan kumpulan para pemikir rakyat yang cerdas bukan 
kumpulan para penjilat.  

Demikian halnya pendidikan dengan sistem doktrin dan sentralisasi sebagaimana pada 
masa Orba akan membentuk sistem politik oligarki otoritarianistik. Hal ini berbeda dengan 
sistem pendidikan yang terbuka yang mampu menciptakan suatu sistem politik yang 
transparan dengan aktifnya kontrol sosial masyarakat. Dari asumsi ini, mutu pendidikan 
suatu negara dapat dilihat dari agen politik yang bermain di dalamnya. Untuk 
mengoperasikan teori di atas dan menelaah pergeseran kebijakan penguasa pada sektor 
pendidikan dapat diketahui bahwa dengan parameter kuantitatif, pembangunan 
pendidikan menunjukkan angka spektakuler. Prosentase buta aksara dapat ditekan 
menjadi sekitar 15% dibanding pada awal kemerdekaan mencapai 90%. Keberhasilan itu 
merupakan buah dari politik pendidikan massal sebagai antitesis dari politik elitis kolonial. 
(Ma'arif, 2002) Bangsa Indonesia boleh berbesar hati melihat perkembangan pendidikan 
dalam tinjauan historisitas namun kalau dibandingkan dengan negara lain rasa besar hati 
dapat berubah menjadi kecut hati karena jauh tertinggal baik sisi kualitas maupun 
kuantitas. Pada pemerintahan Soeharto yang memfokuskan pada konsep pendidikan link 
and match ternyata dari data statistik orientasi tersebut belum dapat mendongkrak 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1995 yang mencapai 8,1% tidak 
seimbang dengan pendapatan perkapita US$ 1,023 yang merupakan angka terendah 
dilingkungan negara Asean. Fenomena ini dapat dianalisa bahwa secara teoritis formulasi 
pembangunan berupa: “Pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya “ atau 
“Pembangunan material dan spiritual”. Adalah sebuah kebanggaan dari sisi motto namun 
dari sisi implementasi berubah menjadi “Pembangunn msyarakat Indonesia yang retak” 
karena terjadi keretakan yang cukup parah antara yang tertulis dengan yang terlaksanakan, 
sehingga kebocoran dana pembangunan mencapai 30% angka ini terus melonjak pada era 
reformasi sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup kelima sedunia. 
Kerangka berfikir yang dapat dijadikan telaah terhadap orientasi pendidikan berbasis 
bangsa pasar adalah teori human capital yang menerangkan bahwa pendidikan memiliki 
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena peran pendidikan dalam meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja. Teori ini yakin bahwa pertumbuhan masyarakat dimulai dari 
produktivitas individu. Jika setiap individu memiliki penghasilan tinggi karena pendidikan 
tinggi, pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang. Namun, dalam kenyataannya 
realitas ini berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di Indonesia, pendidikan 
formal hanya memberikan kontribusi lebih kecil terhadap status pekerjaan.  

Kegagalan teori human capital yang menandakan bahwa lulusan pendidikan belum 
siap bekerja sesuai dengan harapan lapangan kerja dijawab oleh teori kredensilisme. Teori 
ini menganggap bahwa struktur masyarakat lebih ampuh dari pada individu dalam 
mendorong pertumbuhan dan perkembangan, sebab pendidikan formal sering dianggap 
sebagai alat mempertahankan status quo dari para pemegang status sosial. Teori ini 
melihat pendidikan formal tidak lebih dari suatu lambang status melalui perolehan ijazah 
dan bukan produktivitas. Dari teori ini fungsi pendidikan formal tidak akan menghasilkan 
tenaga terampil bekerja, tetapi hanya pelatihan kerja sebagai media strategis dalam 
menjembatani antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.  

Kegagalan pendidikan pada PJP II di mana masih banyak pengangguran output 
pendidikan merupakan gejala ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan 
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lulusan yang dapat dilatih atau yang dapat membelajarkan diri menjadi tenaga terampil 
sesuai kebutuhan pasar. Sejak pembangunan Orde Baru hingga masa Reformasi problem 
yng dihadapi dunia pendidikan adalah besarnya jumlah pengangguran terdidik yang 
berakses pada problem ketenagakerjaan dan sosial yang disinyalir merupakan produk dari 
sistem pendidikan yang tidak berkualitas. Problem besar itu merupakan buah dari sistem 
pendidikan yang menekankan pada fungsinya sebagai pemasok tenaga kerja terdidik 
(driving force). Program pendidikan formal lebih bertujuan membentuk lulusan yang 
mengusai pengetahuan dan ketrampilan dari pada menguasai kemampuan dan kemauan 
belajar. Jika kemampuan dan kemauan belajar ditumbuhkan, lulusan akan menjadi tenaga 
kerja kreatif sehingga pengetahuan dan ketrampilan menjadi model dalam 
mengembangkan diri di masyarakat dan dunia kerja. Rekonstruksi Political Education: 
Sebuah Solusi alternatif Bermula dari pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan di 
Indonesia yang berarti juga berimplikasi pada lahirnya, berbagai problematika muncul di 
permukaan, maka sudah barang tentu mengundang pula keprihatinan para pakar 
pendidikan di Indonesia, yang melukiskan suatu sintesa, konvergensi, dan sinergisitas 
dualisme-dikotomik. Integralisasi tersebut dapat melahirkan kesatuan antara moralitas-
rasionalitas, ruhaniah dan jasmaniah. (Fadjar, 2004) Selanjutnya, perlu upaya 
menyuarakan wacana “pendidikan berbasis masyarakat” (Community Based Education) 
(Hasan, 2004). Statemen terakhir, dijelaskan bahwa ada beberapa model keterlibatan 
masyarakat terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang diusulkan sebagai berikut:  
1. Berupa dukungan (support), dalam arti orang tua dan anggota masyarakat memberikan 

sumbangan dana atau tenaga.  
2. Keterlibatan (involvement), orang tua dan anggota masyarakat terlibat atau 

memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan masalah Pendidikan. 
3. Kemitraan (partnership), orang tua dan anggota masyarakat menjalin hubungan 

kemitraan yang sejajar dengan pengelola sekolah/madrasah dalam menentukan hal-hal 
yang berhubungan pengelolaan Pendidikan. 

4. Kepemilikan penuh (full awnership), para orang tua dan masyarakat mengendalikan 
semua kebijakan/ keputusan tentang program Pendidikan. (Nielson, 2000)  
Realitas kebijakan politik terhadap pendidikan nasional, termasuk di dalamnya 

pendidikan Islam pada masa pemerintahan SBY sekarang, agar pendidikan di Indonesia 
lebih nampu menatap masa depan dan dapat diperhitungkan, terutama pendidikan Islam 
agar dijadikan pilihan, maka setidaknya ada beberapa hal yang dapat diperhatikan sebagai 
berikut: Pertama, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya. 
Kedua, pemberdayaan (empowering) kelembagaan yang ada dengan menata kembali 
sistemnya. Ketiga, perbaikan, pembaruan, dan pengembangan dalam sistem pengelolaan 
atau managemen. Keempat, peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan. (Fadjar, 
2004) Sejalan dengan pernyataan di atas, ada berbagai kecenderungan yang menentukan 
arah pembaharuan pendidikan itu yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1. Pendidikan semakin dituntut untuk tampil sebagai kunci dalam pengembangan sumber 

daya manusia. 
2. Dalam dunia kerja, orientasi kepada kemampuan nyata (what one can do) yang dapat 

ditampilkan oleh lulusan pendidikan harus semakin kuat. 
3. Sebagai dampak globalisasi, maka mutu pendidikan suatu negara tidak hanya akan 

diukur berdasarkan kriteria dalam negara itu, melainkan dibandingkan dengan negara 
lain. (Djojonegoro, 1995) Namun demikian, berbagai tawaran alternatif yang 
dimaksudkan, sesungguhnya secara substansi hanya bertumpu pada kurikulum. Dalam 
pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 
setidaknya ada tiga lingkaran yang melingkupi kurikulum itu, yaitu, politik kebijakan, 
kebutuhan masyarakat, dan tujuan eksistensi. (Gani, 1987). 
 

D. Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa wajah pendidikan di Indonesia sebagai 
produk dari kepentingan politik penguasa menempatkan pendidikan sebagai salah satu alat 
kekuasaan. Realitas ini dapat dibaca dari teori fungsional Durkheimian yang memandang bahwa 
masyarakat sebagai unifikasi dari berbagai macam subsistem akan berjalan efektif jika setiap 
subsistem digerakkan untuk mendukung sistem yang ada.  

Demikian pula dengan pendidikan sebagai subsistem dari negara jika difungsikan sebagai 
alat pemasok kalangan terdidik maka dapat mensukseskan pembangunan. Jika pembangunan 
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diorientasikan untuk mencukupi kebutuhan rempahrempah dan kejayaan alam negeri penjajah 
maka pendidikanpun diformat untuk mencetak tenaga kasar dan buruh. Hal ini berbeda dengan 
masa Jepang yang menginginkan kepemimpinan Asia Timur Raya maka pendidikan difokuskan 
pada penumbuhan semangat patriotisme bangsa Asia. Berbeda lagi pada masa Soekarno yang 
sosialis, pendidikanpun digerakkan berdasarkan dengan asas gotong royong. Sementara pada 
era Soeharto yang memproklamirkan diri sebagai “Bapak Pembangunan” maka pendidikanpun 
diformat untuk mencetak tenaga terampil penopang kesuksesan dan pendongkrak 
pertumbuhan ekonomi. Sementara pada era pemerintahan Indonesia Bersatu agaknya orientasi 
pendidikan masih berkutat untuk menyelesaikan kerikil-kereikil penghambat pendidikan yaitu 
membludaknya angka pengangguran, meskipun banyak juga para pakar pendidikan kita yang 
berusaha memberikan tawaran alternatif dalam penyelesaiannya. Demikianlah realitas politik 
bangsa tercinta ini dalam menyikapi problematika pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari 
upaya melanggengkan kekuasaan dengan memfungsionalkan berbagai subsistem, sehingga 
termasuk sektor pendidikan dijadikan sebagai sarana dan wadah untuk menyukseskan 
kebijakan yang dilancarkannya dalam menggapai tujuan dan cita-cita utama kepemimpinannya. 
Tentunya aktor politik yang bertanggung jawab akan menghantarkan masyarakatnya pada 
kejayaan sebuah negeri yang ideal sebagaimana tergambar dalam al-Qur'an "baldatun 
thoyyibatun wa robbun ghofuur", demikian pula sebaliknya.  
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